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Abstrak
 

Penelitian ini membahas mengenai perbuatan Notaris yang diduga melakukan perbuatan melawan hukum.

Notaris diduga melakukan perbuatan melawan hukum karena menahan sertipikat hak atas tanah milik

penghadap/klien. Hal ini sering sekali terjadi dan kebanyakan merugikan notaris dan menyebabkan

tercemarnya nama baik Notaris walaupun Notaris yang bersangkutan ternyata tidak bersalah. Adapun

permasalahan yang diangkat dalam tesis ini adalah mengenai kewenangan notaris terhadap penahanan

sertipikat dalam rangka pengurusan untuk melaksanakan pengikatan jual beli dan dampak penahanan

sertipikat hak atas tanah sebagai perbuatan melawan hukum Notaris berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri

Jakarta Barat Nomor 976/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Brt. Untuk menjawab permasalahan tersebut digunakan metode

penelitian yuridis normatif dan tipologi penelitiannya adalah eksplanatoris. Alat pengumpulan data yang

digunakan dalam penelitian ini adalah dengan pengumpulan data sekunder yang diperoleh dengan studi

kepustakaan. Hasil analisa penelitian ini adalah dalam rangka pengurusan untuk melaksanakan pengikatan

jual beli, Notaris memiliki kewenangan untuk menyimpan dokumen yang berupa alas hak milik penghadap

yang akan diurus haknya tersebut dan perbuatan yang dilakukan oleh Notaris HL dalam kasus ini sudah

sesuai dengan wewenangnya. Penahanan dokumen alas hak atas tanah yang dilakukan oleh Notaris dalam

putusan ini bukan merupakan perbuatan melawan hukum karena Notaris justru melakukan perbuatan yang

didasarkan kepada perjanjian yang dibuat oleh para pihak dan sesuai ketentuan Pasal 16 ayat 1a UUJN.

Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang menyatakan bahwa gugatan penggugat (Tuan

AK) tidak dapat diterima (niet onvanklijk ver klaard), sudah tepat karena gugatan Tuan AK tidak memiliki

landasan hukum yang kuat dan notaris tidak harus memberikan ganti rugi terhadap pihak manapun akibat

perbuatan penahanan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penguasaan fisik tanah milik Tuan AK.

......This research discusses the actions of a notary who is suspected of committing an unlawful acts (act

against the law). The notary is suspected of having committed an unlawful acts because the notary holds a

certificate of land rights belonging to the tapper (claimant)/client. This happens very often and is mostly

detrimental to the notary and causes the reputation of the Notary to be tarnished even though the Notary

concerned is found to be innocent. The issues raised in this thesis are regarding the authority of the notary to

hold certificate for the arrangement of the sales and purchase agreement and the impact of the detention of

the certificate of land rights as an act against the law of a notary based on the West Jakarta District Court

Decision No.976/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Brt. The research method used in this thesis is a normative juridical

research, and the research typology is explanatory. The data used in this research is secondary data
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collection obtained by literature study. The results of the analysis of this research are that in terms of the

management of the certificate for the sales and purchase agreement, the notary has the authority to keep

documents in the form of platters whose rights will be taken care of and the actions committed by the Notary

HL in this case are in accordance with their authority. The detention of documents (document retention) on

the basis of land rights committed by a notary in this verdict is not an act against the law because the notary

is actually committing an act based on an agreement made by the parties and in accordance to Article 16

paragraph 1a of Law on Notary Position (UUJN). The verdict of the Panel of Judges at West Jakarta District

Court which states that the appellants/claimant's (Mr. AK) claim cannot be accepted (niet onvanklijk ver

klaard), is correct because Mr. AK's lawsuit does not have a strong legal basis and the notary does not have

to provide compensation against any party due to the detention of documents relating to the physical control

of Mr. AK's land.


